BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING

Menimbang

DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

4. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihann Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagai pedoman pengelolaan dalam
rangka pemberian hibah penyelenggaraan Pemilihan
Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa dalam rangka pemberian hibah
penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
Bupati Sambas yang tertib administrasi, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan {akuntabel) perlu
diubah dan disesuaikan tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban,
pelaporan, monitoring dan  evaluasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa untuk melaksanakan maksud scbagaimana
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
gambas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penganggararn, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertangpungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan



Mengingat

Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
Bupati Sambas Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 447, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang MNomer 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56749);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Momor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678];



10,

11.

12,

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, vang telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 368, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5642);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 201 5
tentang Pengelolaan Dana  Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang  Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2008 Nomor 4],

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008
Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2015
tentang Tata  Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Pemilihan
Bupati Sambas dan Wakil Bupal Sambas Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 10}, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (10}, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah
yvang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesual peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
b disampaikan kepada Bupati melalui SKFD terkait dan SKPD terkait
meneruskan ke PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan
tembusan ke Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sambas.

{4} Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ asli
disimpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan dan fotocopy disimpan SKPD terkait.

(5] Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan
Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas masih terdapat sisa dana
hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Kabupaten Sambas, sisa
dana hibah pada Bendahara Panwaslu Kabupaten Sambas, sisa dana
hibah pada Bendahara Polres Sambas dan sisa dana hibah pada Kodim
1202 ABW Singkawang, wajib menyctor kembali sisa dana hibah
sepenuhnya ke Kas Daerah.

{(6) KPU Kabupaten Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati
Sambas yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sambas.



(7) Panwaslu Kabupaten Qambas bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
Bupati Sambas yang dikelola oleh Panwaslu Kabupaten Sambas.

(8) Polres Sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap
belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas

yang dikelola oleh Polres Sambas.

(9} Kodim 1202 ABW Singkawang bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Walal
Bupati Sambas yang dikelola oleh Kodim 1202 ABW Singkawang.

(10) Format Laporan Penggunasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran [ diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan

Bupati ini.

3. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan

Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TTD
JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAM | FERATURAN BUPATI SAMBAR

HOMOR
TANGGRAL
TENTANG

33 TAHUN 2015

27 AGUATUS 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OUPAT] SAMBAS NOMOR 10 TAHUN
15 TENTANG TATA CARA PENGANUGARAN, PELAKSAMAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGIAWABRAN, FELAPORAN,
MONITORING DAN EVALUAS] HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS
DAN WAKIL BUPAT] 3AMBAS TAHUN 2015

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH
PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

URALAN TANGGARAN | -
REALISASI KETERANGAN
(Bl | -
a 3 & .3 1]
.............. AangEal e
(tanda tangan|
(nama lengkap)

Salinan Sesuar Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HURLUM

NIP. 19540112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

JULIARTI DJUHARDI ALWI



LAMPIRAN [| PERATURAN BUPATI SAMBEAS

NOMOR A3 TAHUIN 2015
TANGOAL 7 AGUSTUS 2013
TENTANG PERLIBAHAN ATAS PERATURAR BUPATE SAMEAS NOMOR 10 TAHUN

2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PEMATAUSAHAAN, PERTANGOUNGJAWABAN, PELAFCHRAN,
MONITORING DAN EVALUAS] HIBAH FEMILIHAN BUPAT] BAMBAS
AN WAKIL BUPAT SAMBAS TAHUN 015

et [ — — e
STANDAR PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

UNTUK KPU KEABUPATEN SAMBAS DAN PANWASLU KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015

JUMLAH HARGA
"o CIRATAR VOLUME | SATUAR {Rp) o i
a E 4 ] &
HONORARIUM
1|KPU Kabupaten
f. Ketaa | oTR org,/ bln 5000, Ce0 00 masa kerja  paling
b. Anggota 4 org arg/hin < S0k Q0RO lama & bulan
=ekretariat KPLU Kabupaten
&, Sekretaris 1 oeg argfhin 2000, 00, 0o masa kerjn  paling
b, Kasubag 4 org arg, bin I,250, 00400 lama & bulan
¢, Bendahara 1 omg org/bln 1, (R0 D00 0 scla
. Pelaksani 8 org org, bln TH0,000.00 sdn
e, Tenaga Pendukung 5org org,/hin SCR0, 0, 0 ada
3|lAnggota Pokja KPU Kabupaten
a. Pengarah 1 arg arg/bin 200, 000,00 mass kerfs  paling
h. Ketusa 1 org org/bin 2540, 0,0 lamta 3 huban
r. Sekretaris 1 org orgfhin 200, 000.00 ada
d. Anggota T g arg/ hin 150, 00004 urla
4l Panitin Pemilihan Kecamatan (PPE)
m Ketua 1 org org/bln 1,250, 000,00 maga kerja  paling
b, Amggota 4 org arg/hin 1, ChCh, E30R0, DD Lierma & balan
Bl Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan [PPE]
a. Sekretaris L org org/hln BCCh, D, OHD masa  kerja pahng
b. Bendahara 1 org orgfbin 000, 00000 lama & bulam
. Anggota 3 mrg org/bin S00,000.00 scliy
G| Panitia Pemungutan Suara (PFPS]
a. Ketua 1 o0 arg/bin SO0, 000.00 masza  kerjn  paling
b, Anggota 2omg arg/bin R0 DO, R lnma & bulan
7(8ekretariat Panita Pemungulan
Buara [PFS)
a. Sckretaria 1 arg org/bin A0, 00000 maga kerja paling
b. Urusan Teknis 1 og o/ bin 300 0D 00 lama 8 bulan
Penyelenggaraan
. Urgegan TU Keaangan | org org,/ bln J00, 000,00 sda
BlKelompok Pervelenggara
Permungutan Suara (KPFPS)
a, Ketua 1 org arg/ paket {0, R, 0 mass kerja paling
b. Angecia i org arg) paket 00, 00000 lama 2 bulan
. Linmeas 2 oeg org, paket 2100, OO0 sda




JUMLAH HARGA KETERANGAN
NO URAIAN VOLUME | SATUAN MRp)

1 2 a 4 B [
9fPetugas Pemutakhiran Data masa kerja paling
Pemilin (PPDP] : lama 2 bulan;

a. Homor 1 o8 arg/ bin 00 000,04 dapit lebih dar satu
h. Tranaporiasi lokal 1 org orgy bln 1080, O 0D arang sesuai dengan
ragionalisasi jumlah
pemilih
1(1?1:1 ugas rekrutmen calon anggata
PPE dan PPS kecamatan masa  kera  palng
a. Honor 1 org arg,/ hin 00 000, tama 1 hulan
11§ Tenaga Cpecator IT
a. Tinghkat Kabupaten 3 arg arg/hin 400, 000,00 masa kerjs  paling
b. Tingkal Kecamatan 1 arg o hin 00, D0 ) imma & bulan
12l Panwaslu Kabupaten
a. Ketua 1 org org,f bln 5,000, 0, O masa kerja  paling
b. Anggota 2 org arg/ hiln 4 500, 00000 tama 13 bulan
13jSekretariat Panwaslu
Kabupaten
a. Bekretaris i arg org/hln 20000, 00000 masa kerjn paling
b, Bendahara 1 g org,/ hin 1000, 0000 lama 12 bulam
. Pelaksana Tebmis 4 org org/ hin 1, O O, e adn
d. Tenaga Pendukung B org ueg/ bln 1,000,000, 00 s
14| Anggota Pokja Sentragakkumdu
Panwashy Kabupaten
a Ketua 1 org ot/ bin 250,000 masa kerja paling
h, Sekretaris 1 arg o/ bin 00,000, 00 lnma 5 bulan
e Anggetn B arg org/bin L 50, 00000 Edin
15|Angeots Pokja Sengheta Pemilu
Panwashy Kabupaten
a. Ketua 1 oo org, bln 250,000, 0+ masa kerjn  paling
h. Sekretaris 1 omg oy, bin 00, 00000 lama 3 bulan
. Angeota & org orgfbln L 50, DO O wiia
16| Angeota Pokja Pengawasan DFT
Panwaslu Kabupaten
i Ketua 1 o org/ bin 250, 000.00 masa kerja paling
h. Bekretaris 1 org orgfhin 2000, D0 DD Tama 3 bulan
C. Anggoia G Org org, bln 1 540, ORI, D sida
17|Anggots Pokje Pengawasin
Pencalonan Panwaslu Kabupaten
a. Ketua 1 omg org/bln 250,000.0:0 masa kerja  paling
b, Sekretaris 1 org org bln 00, D0 O lama 3 bulan
o Anggota & Org org/ bln 150, Dk, Ok sl
18{Angeota Pokja Pengawasan
Kampanye Panwasly Kabupaten
a., Ketua 1 oo org, bin 250,000,000 masa kerja  paling
b. Sekretaris | org org, hin 2000, 0000 lama 3 hulan
. AnpgEota i oTE org ) Ixln 1 503, (W0, 0k sl




JUMLAH HARGA
w0 VAN VOLUME | BATUAN {Rp) E——
1 2 3 4 5 &
19| Anpgots Pokja Pengawasan
Pungut Hitung Panwaslu Kahupaten
a. Ketua 1 org org,f laln 2540, B0, 00 massa kerja  paling
by, Selretaria 1 g org/ bl 00 00 00 tama 1 bulan
. ANERots 11 arg org/hin 150, (0. OO e
20| Anpgpots Pokja Pengawasan
|Rekapimulasi dan Penetapan Hasil
Panwaslu Kabupaten
. Ketua 1 org org/bin 250,000,000 masa kerjn  paling
b, Selcretaris 1 arg org/ hln 00, 000U lama 1 bulan
¢. Angrota 11 org org/ bin 150,000,040 sckia
21| Angiota Pokja Pengawasan FHFU
Panwasiu Kabupaten
a, Ketua 1 arg arg/bin 250 000,00 masa kerja  paling
h. Selretaris | org org, bln R, CRD 0 lama 1 bulan
., Angpota 6 org org,fhin 1550, D00, 00 sida,
F2Panwaslu Kecamatan
i, Ketus 1 arg org hin 1,250, 000,00 masa  kerpa paling
h. Angpota 2 ofE arg/bin 1,000, G E), 00 lawrma 10 bulan
23| Selretariat Panwasio Kecamatan
A, Seloretans 1 org org bln T, 00000 fnasa  kerpa paling
. Bendahara 1 org org,/ bl GO0, 0000 lama & bulban
e. Tenaga Pendukung 2 org o, Bln SO0, 00000 sda
24{ Anggotn Polja Pengawasan DFT dan
Kampanye Panwaslu Recamalan
a, Ketua 1 org oeg, bln 20, 00,00 masa kerja  paling
b. Bekrelarns 1 org orgfhin 150, OO0 0HD laemia 3 bularn
. Angpota 4 org org/hin 140k R0 sra
25| Anggnta Polga Pengrewnsan Pungut
Hitung Panwaslu Kecamatan
a. Ketun 1 org arg/bln 200, 00000 masa kerin  paling
b. Bekretaris 1 org org/hin 150, 000,00 lamia 1 bulan
. Anggnta 4 org o, bin L0 0. R0 ada
ﬂ‘{-ﬂnﬂntn Pokja Pengrwasan
Rekapitulasi Panwasla Kecamatan
. Ketua 1 org org,/ hiln 200, 000,00 masa kerja paling
k. Seloretaris 1 omg org/hin 15000000 lama 1 bulan
¢, Angmola 4 0rg arg) bin 1060, 00000 ada
27 Petupas Pengawas Pemilu 1 org org/bin S0, (0000 masa kerja paling
Lapangan i Desa (PPL) lama & hulan




28| Petugas Pengawns TPS |PTPES) 1.115 arg org/TPS

JUMLAH HARGA
KETERAKGAN
URAIAN VOLUME | SATUAN (Rp)
2 K] & B -]
00 00,0 masa kerja  paling

lama 1 bulan

Salinan Sesuad Dengan Aslinye
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUYDANG-UND

MARTANIS
Pembina / (IV /&)
NIP. 10640112 200003 1 0045

BUPATI SAMBAS,

JULIARTI DJUHARDI ALWI




LAMPIRAM 111 PERATURAN BUPATI BAMBAS

NOMOR
TARGOAL
TENTARG

A% TAHUN 2015

#T AGIISTUS 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATL SAMBAS MOMOE 10 TAHLIN
2015 TENTANC TATA CARA PENGANCGOARAN, PELARSANAAN,
PEHATALUSAHAAN, PEHTAHCOUNGIAWABAN, PELAPORAR,
MCMITORING DAN EVALUAST HIBAI PEMILIHAN BUPATI SAMBAS
AN WAKIL BUPATL SAMBAS TAHUHN 2015

STANDAR PENETAFAN BIAYA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI BAMBAS DAN WAKIL BUPATI SAMBAS UNTUK EODIM 1202 ABW SINGHAWANG TAHUN 2015

HO TRATAN HARGA HETERANGAN
VOLOUME | SATUAN (Rp)
] 2 3 4 a3 5]
1 |Bisvn Vg Sel 1 ang arphe NI0LCEHLARY
3 |Pisys Maken Minam
lakan I g arg/hr 2, DN R
3 (P Kodal Dnnssigac: 1 tari <00 R AH
& |oanym Kedal Damsali Saigns I [ 75, (HHE DG
i |aEMm . . = meresniksn dengan hargt BEM Hraini
vang diosluarkn elrh Pemesininh
—
BUPATI BAMBAS,
TTD
JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salipan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGLAN HUEUM

mbina / (IV/a)
MIP, 19640112 200003 1 003




